






A. Latar Belakang Masalah 
Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma 
pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma 
pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma 
ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan perimbangan keuangan pusat dan 
daerah yang diatur dalam Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 22 tahun 
1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 yang telah diubah 
menjadi Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 
Berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa 
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi 
keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan yang 
dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat. 
Reformasi keuangan daerah telah terjadi ditandai dengan diberlakukannya 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan 
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintahan Pusat dan Daerah. Berdasarkan perundangan ini, menurut Halim 





secara nyata melalui definisi Pemda yang hanya meliputi Kepala Daerah 
besertaperangkat daerah lainnya (tidak termasuk DPRD). Secara khusus telah terjadi enam 
pergeseran dalam pengelolaan APBD, yakni dalam akuntabilitas (dari akuntabilitas vertikal 
menjadi horizontal), penyusunan anggaran (dari proses tradisional menjadi proses 
penyusunan anggaran kinerja), pengendalian dan audit (dari pengendalian dan audit keuangan 
menjadi pengendalian dan audit keuangan dan kinerja), penggunaan dana Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah (dari tidak adanya konsep 3E menjadi penerapan konsep 3E), 
penerapan pusat pertanggungjawaban (dari tidak adanya pusat pertanggungjawaban menjadi 
adanya pusat pertanggungjawaban), dan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah (dari 
pembukuan menjadi akuntansi). Tujuan otonomi daerah pada dasarnya diarahkan untuk 
memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, 
menggalakkan prakarsa dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan pendayagunaan 
potensi daerah secara nyata, optimal, terpadu, dan dinamis, serta bertanggung jawab sehingga 
memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur 
tangan terhadap daerah dan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal atau daerah. 
Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan dan 
demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Oleh karena itu, 
pemerintah harus betul-betul menyadari bahwa pemerintahan dan pelayanan kepada 
masyarakat adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari publik. Terwujudnya akuntabilitas 
keuangan daerah akan menjadi landasan awal bagi tata kelola pemerintahan yang lebih baik 
dan segala pertanggungjawaban keuangan yang berasal dari dana masyarakat akan berjalan 
lancar seiring kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dalam bidang pengelolaan 
keuangan daerah. Pemerintah daerah Kota Cimahi adalah salah satu bagian pemerintahan 
yang mengelola sumber daya daerah, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah 





Peraturan Pemerintah yang sudah diatur. Peraturan Pemerintah dimaksud adalah Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
danPeraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan 
Daerah.  
Pemerintah dalam hal ini harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan 
keuangan daerah.Salah satu prasyarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan 
melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu 
menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, 
karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat.Penyajian 
laporan keuangan yang lengkap dan secara langsung tersedia dan aksesibilitas bagi pengguna 
informasi menentukan sejauh mana akuntabilitas (pertanggungjawaban) pengelolaan 
keuangan daerah tersebut.  
Masalah yang seringkali terjadi dalam proses akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban 
bagi aparat pemerintah masih belum sesuai yang diharapkan masyarakat pada umumnya 
karena instrumen yang digunakan tidak jelas lingkup dan penggunaannya. Secara teoretis, 
akuntabilitas menyangkut tiga instrumen pokok, yaitu: verifiability, responsibility, dan 
answerability. Dengan demikian instrumen akuntabilitasada yang menyangkut 
prosedurpertanggungjawaban secara internal, maupun pertanggungjawaban secara 
eksternal.Dan juga kecenderungan bahwa konsep akuntabilitas masih cenderung menekankan 
pada akuntabilitas prosedur, legal dan akuntabilitas kepada pejabat terpilih (elected officials). 





Abdul Halim (2013: 348) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan 
keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan,pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 
Sedangkanyang dimaksud keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilaidengan uang termasuk di 
dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah 
tersebut. 
Abdul Halim (2013: 258) juga menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah dapat 
mandiri, apabila (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki 
kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan 
menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, 
agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga 
peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. 
Kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah tercermin dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan 
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan 
DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Mardiasmo, 2004: 5). Anggarran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrument kebijakan utama bagi pemerintah daerah. 
Sebagai instrument kebijakan, Anggarran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas, efektivitas dan efisiensi 
pemerintah daerah. Anggarran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD) mempunyai fungsi 
otoritas yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan 





Kemampuan daerah melaksanakan keuangan daerah secara penuh dalam periode 
pendek diragukan, baik sebagai akibat kapabilitas daerah yang tidak dapat berubah begitu 
cepat maupun sistem keuangan, yaitu pemerintah pusat tidak serta merta mau kehilangan 
kendali atas pemerintah daerah. Kuncoro (2002) menjelaskan beberapa hal yang dapat 
menghambat keberhasilan pemerintah daerah, yaitu  
(1) dominannya transfer dan pusat, (2) kurang berperannya perusahaan daerah sebagai 
sumber pendapatan asli daerah (PAD), (3) tingginya derajat sentralisasi dalam bidang 
perpajakan, (4) kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa 
diandalkan sebagai sumber penerimaan, (5) kelemahan dalam pemberian subsidi dari 
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.    
Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan 
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, memiliki kewenangan yang luas untuk 
mengatur, mengurus kepentingan daerah dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan, 
kemampuan dan potensi wilayah yang dimiliki.  Suatu Daerah Otonomi diharapkan mampu 
melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien.   
Menurut Soeparmono dan Soeratno (2002: 15) Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup diandalkan oleh Pemerintah 
Kota/Kabupaten. Karena dana ini murni digali sendiri dan dapat digunakan sepenuhnya untuk 
dimanfaatkan sesuai prioritas daerah dalam menjalankanpenyelenggaran pemerintahan dan 
pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang 
bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan 
keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah 
sebagai perwujudan asas desentralisasi (Ahmad Yani, 2013: 488).   
Tabel 1.1 




















2012 144.540.602.338 672.272.216.717 55.793.744.881 872.606.563.936 
2013 191.599.456.904 763.954.470.321 19.796.698.818 975.350.626.043 
2014 227.949.120.180 857.892.194.854 31.280.633.263 1.117.121.948.297 
2015 268.816.074.332 877.850.471.696 40.137.585640 1.186.804.131.668 
2016 286.049.615.484 891.100.854.614 41.844.180.120 1.218.994.650.218 
Sumber : Hasil Penelitian (diolah peneliti) 2018 
Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota 
Cimahi terhadap Penerimaan Daerah masih sangat rendah dibandingkan sumber pendapatan 
yang lainnya seperti Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setiap 
tahunnya. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat besarnya Dana Perimbangan masih 
mendominasi Penerimaan Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal 
tersebut mengindikasikan masih rendahnya kemandirian akibat tingginya ketergantungan 
fiskal pemerintah Kota Cimahi terhadap pemerintah pusat selama kurun waktu 2012-2016. 
Keberhasilan suatu daerah dalam menjalankan otonomi daerah ditunjukan dengan 
ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah 
(PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah 
menjadi lebih besar.   
Tabel 1.2 
Pendapatan Asli Daerah PAD Kota Cimahi  
Tahun 
















2012 44,10% 6,38% 4,39% 45,11% 
2013 47,82% 5,33% 3,71% 43,11% 
2014 40,27% 5,40% 3,56% 50,76% 
2015 41,71% 3,66% 2,77% 51,84% 
2016 42,67% 3,40% 3,08% 54,33% 
 Sumber: Hasil Penelitian (diolah peneliti) 2018 
 
Pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa total Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi 
kontribusi persentase Lain-lain Pendapatan yang Sah masih dominan dibandingkan dengan 
Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dipisahkan setiap 
tahunnya. Hal ini menunjukan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih belum 
optimal. Begitupun kontribusi Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 
yang Dipisahkan masih sangat kecil. Hal tersebut mengindikasikan bahwa rendahnya 
partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan lainnya. Akibatnya Pendapatan 
Asli Daerah di Kota Cimahi dalam kurun waktu 2012-2016 masih ketergantungan fiskal 
terhadap pemerintah pusat.  
Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti laporan keuangan 
daerah berdasarkan tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Kemudian bermaksud 
menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul “AKUNTABILITAS LAPORAN 
KEUANGAN MELALUI RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI 
PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN 2012-2016” 
B. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam 





1. Kontribusi PAD dalam penerimaan daerah Kota Cimahi masih sangat kecil 
dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya seperti Dana Perimbangan dan 
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.   
2. Jumlah penerimaan yang bersumber dari dana perimbangan masih cukup tinggi, hal 
ini menunjukan ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat masih 
besar.  
C. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian latar belakang di atas,maka dirumuskan permasalahan yaitu 
“bagaimana akuntabilitas laporan keuangan kota cimahi berdasarkan tingkat kemandirian 
keuangan daerah (KKD) Kota Cimahi Tahun 2012-2016”.   
D. Tujuan Penelitian 
 Untuk mengetahui akuntabilitas laporan keuangan berdasarkan tingkat 
kemandirian keuangan daerah (KKD) di Kota Cimahi selama periode 2012-2016.   
E. Manfaat Penelitian 
Hal-hal yang diperoleh dari penelitian tentang Akuntabilitas laporan keuangan 
melalui rasio kemandirian keuangan daerah di Kota Cimahi diharapkan dapat 
bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang penulis teliti. Manfaat 
yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya adalah: 
1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 
pemahaman tentang rasio kemandirian keuangan daerah dalam menilai kinerja 
keuangan daerah.   
2. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu 
bahan pertimbangan dan masukan dalam upaya kemandirian keuangan daerah 
sehingga berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah dan 





3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang 
pentingnya kemandirian keuangan daerah terhadap keberhasilan otonomi daerah.   
4. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan 
sumber informasi tambahan dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya 
dengan mengangkat tema yang sama, atau hanya sebagai bahan bacaan untuk 
memperluas wawasan pembaca.   
F. Kerangka Pemikiran 
 Upaya pemberdayaan pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah harus 
bertumpu pada kepentingan publik, hal ini tidak saja terlihat dari besarnya porsi 
penganggaran untuk kepentingan publik, tetapi pada besarnya partisipasi masyarakat 
dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah (Mardiasmo, 2004: 
9). Asas umum pengelolaan keuangan daerah yang mengikat pemerintah daerah adalah 
keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada aturan perundang-undangan, efisien, 
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas 
keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat (Ahmad Yani, 2013: 259).   
 Pengelolaan keuangan daerah dalam keuangan publik Islam berhubungan 
dengan peran Negara/Pemerintah dalam menganalisa dampak-dampak perpajakan 
dalam pembelanjaan Negara terhadap situasi ekonomi individu dan lembaga, juga 
menyelidiki dampaknya terhadap ekonomi secara keseluruhan (Sobahudin Azmi, 2005: 
25). 
Tujuan otonomi daerah setelah tercapainya efisiensi dan efektifitas adalah dengan 
tercapainya kemandirian keuangan daerah. Untuk mengetahui tingkat kemandirian 
keuangan daerah maka digunakanlah rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio 
Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) Menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah 





masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang 
diperlukan daerah. Semakin besar rasio kemandirian keuangan daerah semakin baik 
kinerja keuangan daerah dan ketergantungan pada dana dari pusat semakin kecil.   
Sementara menurut Ihyaul Ulum (2012: 31) kemandirian keuangan daerah 
ditunjukan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan 
pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah 
pusat ataupun dari pinjaman. Bantuan pemerintah pusatdalam konteks otonomi daerah 
bisa dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). 
Untuk menyederhanakan alur pemikiran tersebut, maka dibuat kerangka pemikiran 
dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
Kerangka Pemikiran 
(Abdul Halim, 2012: 127) 
 
Gambar 1.  1 
 
G. Proposisi 
Analisis pengukuran tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah 
Daerah Kota Cimahi dalam menjalankan otonomi daerah ketergantungan fiskal 
pemerintah Kota Cimahi terhadap Pemerintah Pusat masih cukup tinggi. 
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